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ABSTRAK

Tirna Sistiani (2025) : “Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam
Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor
Samsat Kota Prabumulih ™.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghapusan denda piutang
pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada
kantor Samsat kota Prabumulih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil analisis yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak
kendaraan bermotor menunjukkan korelasi positif tidak hanya sesaat, tetapi
berkelanjutan. Korelasi positif terbukti ketika penghapusan piutang pajak
kendaraan bermotor meningkat, penerimaan pajak kendaran bermotor juga
meningkat. Namun ketika terjadi penurunan penghapusan piutang pajak
kendaraan bermotor, tidak menurunkan penerimaan pajak kendaraan bermotor,
bahkan penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap naik. Maka dapat
disimpulkan bahwa program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak
kendaraan bermotor mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak kendaraan
bermotor.

Kata Kunci: Penghapusan denda piutang pajak, peningkatan penerimaan pajak,
pajak kendaraan bermotor.
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ABSTRACT

Tirna Sistiani (2025) : “Analysis of Tax Arrears Penalty Abolition in Efforts to
Increase Motor Vehicle Tax Revenue at the Prabumulih City Samsat Office”.

This study aims to determine how the abolition of tax arrears penalties affects the
increase in motor vehicle tax revenue at the Prabumulih City Samsat Office. The
type of research used in this study is quantitative research. The results of the
analysis show that the tax arrears penalty abolition/vehicle tax amnesty program
shows a positive correlation not only momentarily but also sustainably. The
positive correlation is evident when the abolition of motor vehicle tax arrears
increases, motor vehicle tax revenue also increases. However, when there is a
decrease in the abolition of motor vehicle tax arrears, it does not decrease motor
vehicle tax revenue; instead, motor vehicle tax revenue continues to rise.
Therefore, it can be concluded that the tax arrears penalty abolition/vehicle tax
amnesty program affects the increase in motor vehicle tax revenue.

Keywords: Tax arrears penalty abolition, tax revenue increase, motor vehicle tax.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara, yang
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sumber
penerimaan negara di Indonesia berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal
maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan dari sektor internal adalah
pajak, sedangkan salah satu sumber penerimaan eksternal adalah pinjaman luar
negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan
eksternal, Pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal
lewat penerimaan pajak.

Menurut Budi (2020:102) Penerimaan negara adalah semua pendapatan
yang masuk ke kas negara yang berasal dari sektor perpajakan, penerimaan negara
bukan pajak (PNBP), dan hibah, yang digunakan untuk membiayai belanja negara
dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber
pendapatan negara yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan,
pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pajak kendaraan bermotor
(PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan
yang cukup besar di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya seringkali ditemui
berbagai kendala yang menyebabkan penerimaan pajak tidak optimal, salah

satunya adalah kurangnya penerimaan pajak.



Menurut Harahap (2019) dalam Fitriani (2023:15), Pendapatan asli daerah
(PAD) adalah uang yang diperolen pemerintah daerah dari pengenaan biaya
kepada individu atau perusahaan, baik yang berasal dari sektor swasta maupun
pemerintah. Pendapatan ini diperoleh melalui penagihan layanan yang telah diatur
oleh peraturan tertentu. Daerah memiliki wewenang untuk mengenakan biaya
berupa pajak atas penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang
sah menurut hukum yang berlaku. Salah satu komponen PAD vyaitu pajak daerah
yang merupakan sumber utama bagi penerimaan Negara.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2019:1) Pajak sebagai suatu
kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu
keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi
sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk
memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Mardiasmo (2020:111) penerimaan pajak daerah adalah sumber
utama pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak-pajak yang
ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum
yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU HKPD), pajak
daerah diatur untuk memberikan ruang fiskal yang lebih efektif, mencakup jenis-
jenis pajak dan mekanisme pemungutannya.

Menurut Giri (2017:9), piutang adalah tuntutan kepada pelanggan dan

pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa tertentu pada masa yang akan



datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang diakukan saat ini.
Piutang pajak merupakan kewajiban pembayaran pajak yang belum tertagih oleh
Pemerintah. Akumulasi penerimaan pajak dapat menghambat pertumbuhan
penerimaan daerah dan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti inefisiensi
dalam pengelolaan keuangan daerah serta ketidakadilan bagi wajib pajak yang
taat.

Menurut Mardiasmo (2020:16) penghapusan piutang pajak / Pemutihan
pajak adalah kebijakan fiskal sementara yang bertujuan untuk memberikan
insentif bagi wajib pajak, terutama dalam menghapus sanksi administrasi atau
denda keterlambatan. Penghapusan piutang pajak merupakan salah satu kebijakan
fiskal yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan
mengurangi tingkat penghindaran pajak. Keberadaan penghapusan piutang pajak
kendaraan bermotor di indonesia tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi

pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Kota Prabumulih sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di
Indonesia tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan, yang tentunya juga memiliki
permasalahan serupa terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Adanya utang
pajak yang menumpuk dapat berdampak negatif terhadap pendapatan asli daerah
(PAD) dan upaya pembangunan di Kota Prabumulih, Berikut data Piutang pajak

kendaraan bermotor di Samsat Kota Prabumulih.



Tabel 1.1
Data Jumlah Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SAMSAT Kota Prabumulih Tahun 2022-2024

Jumlah Wajib Pajak
Tah lah T k
anun Yang Menunggak PKB Jumlah Tunggakan
2022 5.533 5.620.191.425,-
2023 11.574 1.482.431.800,-
2024 5.239 1.231.228.575,-

Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2024-2025 (Dalam Milyaran Rupiah)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah tunggakan pajak pada
tahun 2022 sejumlah Rp. 5.620.191.425-, Jumlah wajib pajak yang melakukan
penunggakan sejumlah 5.533. Adapun Pada tahun 2023 terjadi peningkatan
signifikan dalam jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan yaitu
mencapai 11.574 hampir dua kali lipat dari tahun 2022. Namun jumlah tunggakan
pada tahun ini justru turun drastis menjadi Rp. 1.482.431.800,- penurunan
tersebut disebabkan karena adanya program penghapusan piutang pajak
(pemutihan pajak). Pada tahun 2024 Jumlah wajib pajak yang melakukan
penunggakan sejumlah 5.239 dan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2024
menurun sejumlah Rp. 1.231.228.575,-

Penghapusan tagihan pajak seringkali menjadi salah satu solusi yang
ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan menghapus tagihan pajak,
diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak dan mendorong mereka untuk
lebih patuh dalam membayar pajak. Selain itu, penghapusan piutang pajak juga
dapat membersihkan catatan tagihan pajak sehingga memudahkan dalam

pengelolaan data pajak. Fakta dilapangan memaparkan bahwa tidak semua wajib



pajak patuh dan taat dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dalam hal ini Samsat Kota Prabumulih berupaya melakukan penagihan
dengan usulan penghapusan piutang pajak kendaraaan bermotor (Pemutihan
Pajak)

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil penelitian
yang berjudul ”Analisis Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka
Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat

Kota Prabumulih”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah
bagaimana penghapusan denda piutang pajak dalam rangka peningkatan

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kota Prabumulih?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana penghapusan denda piutang pajak dalam
rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat

kota Prabumulih.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak

yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktisi, diantaranya :



1. Manfaat Teoritis :

Menambah pengetahuan akademik mengenai perpajakan, khususnya

terkait dengan pengelolaan penagihan pajak

2. Manfaat Praktisi :

a.

Bagi Penulis : Dapat mengembangkan kemampuan analisis data dalam
bidang perpajakan, khususnya terkait dengan pengelolaan penagihan

pajak.

. Bagi Instansi : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan

yang dapat dijadikansaran dalam memberikan informasi yang berguna
bagi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota

Prabumulih.

Bagi Pemerintah Daerah : Penelitian ini memberikan rekomendasi
kebijakan yang tepat dalam pengelolaan piutang pajak kendaraan

bermotor dan meningkatkan penerimaan daerah.

Bagi Wajib Pajak : Memberikan informasi mengenai kebijakan

penghapusan pajak dan dampaknya bagi wajib pajak.

Bagi Almamater : Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan
atau referensi bagi Mahasiswa terhadap penelitian mengenai pengaruh
penghapusan piutang pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak

kendaraan bermotor pada kantor samsat kota prabumulih.



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada
skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang
merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika

penulisannya sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Il Tinjauan Pustaka meliputi landasan teori, penelitian terdahulu,

kerangka pemikiran.

BAB Il METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang
dilakukan oleh penulis dalam menguraikan tentang jenis penelitian, jenis
data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel,metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari semua pembahasan yaitu hasil penelitian,
gambaran umum objek penelitian dan pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah

dilakukan.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Perpajakan merupakan salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara yang berasal dari iuran masyarakat yang
mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan
dan penambahan pelayanan publik sehingga pemerataan dan peningkatan
kesejahteraan rakyat dapat tercapai serta mengurangi kesenjangan sosial antar
penduduk. Menurut Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran yang wajib dibayar
oleh setiap orang atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan negara yang bersifat umum.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2019:1) Pajak sebagai suatu
kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan
suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,
tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Soemitro dalam
Resmi (2019:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik



(Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum. Berdasarkan uraian yang dijelaskan bahwa setiap
wajib pajak harus melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak dibuat
berdasarkan adanya kekuatan undang-undang serta aturan pelaksaannya, dengan
tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat

ditunjukkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada Pasal 1 Ayat (1)
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam
perekonomian dan keberlangsungan pemerintahan suatu negara. Fungsi-fungsi
pajak tidak hanya terbatas pada pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga
mencakup pengaturan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta stabilisasi

ekonomi. Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat beberapa jenis fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara.
Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai

program dan kegiatan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan,
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kesehatan, dan pengelolaan pemerintahan. Fungsi ini menjadi sangat penting
agar negara dapat berfungsi dengan baik tanpa bergantung sepenuhnya pada

pinjaman luar negeri.

Fungsi anggaran atau fungsi keuangan adalah fungsi dasar dari pajak
sebagai sumber pendapatan utama negara. Negara memungut pajak untuk
memperoleh dana yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah. Pendapatan pajak ini digunakan untuk membiayai

berbagai program dan kebijakan pemerintah, seperti:

a. Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain).
b. Pembayaran gaji pegawai negeri.

c. Pembiayaan program sosial seperti pendidikan.

2. Fungsi Pengaturan (Regularend)

Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga memiliki fungsi untuk
mengatur berbagai aspek dalam perekonomian, seperti mengendalikan inflasi,
meratakan distribusi pendapatan, dan mengarahkan pola konsumsi masyarakat.
Misalnya, dengan mengenakan pajak yang tinggi pada barang-barang mewah,

pemerintah dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Redistributif)
Pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan kekayaan dan pendapatan
agar lebih merata di masyarakat. Salah satu cara adalah dengan mengenakan

pajak progresif, yaitu pajak yang tarifnya lebih tinggi untuk mereka yang
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memiliki pendapatan lebih tinggi. Pendapatan pajak ini kemudian digunakan
untuk mendanai program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat

miskin.

4. Fungsi Stabilisasi Ekonomi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian negara,
misalnya untuk mengurangi dampak krisis ekonomi atau untuk mengendalikan
tingkat inflasi. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, seperti
menaikkan atau menurunkan pajak, dapat mempengaruhi daya beli masyarakat

dan perekonomian secara keseluruhan.

5. Fungsi Moralitas dan Kewajiban

Pajak juga memiliki fungsi sosial dalam membangun rasa kewajiban dan
tanggung jawab di kalangan masyarakat. Dengan membayar pajak, warga negara
turut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan negara dan memperoleh

manfaat dari berbagai fasilitas umum yang disediakan pemerintah.

2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia, menurut Siti Resmi

(2019:7-8) yaitu meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh): Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang
diterima oleh individu atau badan usaha.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak yang dikenakan atas setiap transaksi

jual beli barang dan jasa.
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3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan
tanah dan bangunan.

4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pajak yang dikenakan atas kendaraan
bermotor.

5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Pajak yang dikenakan atas

barang-barang mewah.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian, dan dalam hal ini
menurut Siti Resmi (2019:7-8) pajak dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa

Kriteria, seperti subjek, objek, cara pemungutan, dan sifatnya.

1. Pengelompokan Pajak Berdasarkan Subjek Pajak
Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan kewajiban pajak, baik itu
individu, badan hukum, maupun entitas lainnya. Berdasarkan subjeknya, pajak

dapat dikelompokkan menjadi dua kategori:

a.Pajak Subjek Orang Pribadi (Individu): Pajak yang dikenakan kepada
individu sebagai subjek pajak. Contoh pajak jenis ini adalah Pajak
Penghasilan (PPh) individu.

b.Pajak Subjek Badan Hukum: Pajak yang dikenakan kepada badan hukum
(perusahaan, organisasi, atau lembaga). Contohnya adalah Pajak

Penghasilan (PPh) Badan.
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2. Pengelompokan Pajak Berdasarkan Objek Pajak

Objek pajak adalah hal-hal yang menjadi dasar perhitungan pajak. Pajak

dapat dikelompokkan berdasarkan objek pajak menjadi dua kategori:
a. Pajak yang berhubungan dengan penghasilan, Pajak ini dikenakan
berdasarkan penghasilan yang diterima oleh individu atau badan. Contoh

pajak ini adalah:

1) Pajak Penghasilan (PPh): Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang
diperoleh individu maupun badan.
2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak yang dikenakan atas konsumsi

barang dan jasa.

b. Pajak yang berhubungan dengan kepemilikan dan penggunaan barang,
Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan barang atau

properti. Contohnya adalah:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak yang dikenakan atas
kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan.
2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pajak yang dikenakan atas

kepemilikan kendaraan bermotor.

3. Pengelompokan Pajak Berdasarkan Cara Pemungutan
Pajak dapat dikategorikan berdasarkan bagaimana cara pajak tersebut
dipungut atau dibayar. Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dapat dibedakan

menjadi:
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a. Pajak Langsung adalah pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak

kepada negara dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh:

1) Pajak Penghasilan (PPh): Dibayar langsung oleh individu atau badan
yang memperoleh penghasilan.
2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Dibayar langsung oleh pemilik tanah

dan bangunan.

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dipungut dari pihak ketiga
yang bukan wajib pajak, tetapi pembayaran pajak tersebut dibebankan

kepada konsumen atau pengguna barang/jasa. Contoh:

1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Dibayar oleh konsumen Kketika
membeli barang atau jasa.
2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Dibayar oleh

konsumen barang mewabh.

4. Pengelompokan Pajak Berdasarkan Sifat Pajak

Pajak juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau tujuan
pemungutannya. Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi dua kelompok

besar:

a. Pajak Progresif yaitu pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan
kenaikan penghasilan atau kekayaan wajib pajak. Pajak jenis ini bertujuan

untuk mewujudkan pemerataan pendapatan. Contoh Pajak Penghasilan
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(PPh) Orang Pribadi yaitu tarif pajaknya meningkat seiring dengan
bertambahnya penghasilan.

b. Pajak Regresif yaitu Pajak yang tarifnya cenderung tetap meskipun ada
perubahan pada penghasilan atau kekayaan wajib pajak. Pajak ini
biasanya diterapkan pada pajak barang dan jasa. Contoh Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yaitu tarif tetap meskipun tingkat penghasilan

konsumen bervariasi.

5. Pengelompokan Pajak Berdasarkan Penerima Manfaat
Berdasarkan penerima manfaatnya, pajak dibedakan menjadi dua kategori:

a. Pajak Pusat (Pajak Negara) adalah Pajak yang diterima oleh pemerintah
pusat, yang umumnya digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah
pusat. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pusat dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)

b. Pajak Daerah adalah Pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Contohnya
yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB).

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merujuk pada cara atau metode yang digunakan
oleh pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat, baik individu
maupun badan usaha. Pajak sendiri adalah iuran yang dibayar oleh rakyat kepada

negara berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai
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pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan,

pendidikan, dan lain sebagainya.

Menurut Siti Resmi (2019:10-11) terdapat beberapa jenis sistem

pemungutan pajak diantaranya :

1. Sistem Self Assessment

Pada sistem ini, wajib pajak diharapkan untuk menghitung, melaporkan,
dan membayar pajaknya secara mandiri. Meskipun pemerintah tetap
memberikan pengawasan dan fasilitas untuk membantu wajib pajak, kewajiban
untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sepenuhnya ada di tangan

wajib pajak.

Beberapa ciri dari sistem self assessment adalah:

a. Wajib pajak melakukan perhitungan sendiri terhadap besarnya pajak
yang harus dibayar.

b. Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan
Tahunan) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pemerintah melakukan pengawasan melalui sistem audit dan
pemeriksaan untuk memastikan kebenaran pelaporan pajak oleh wajib
pajak.

d. Dalam beberapa kasus, terdapat pengenaan sanksi administratif bagi

wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.
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Contoh penerapan sistem self assessment ini adalah pajak penghasilan
(PPh) yang dilaporkan oleh wajib pajak melalui SPT Tahunan, atau pajak
yang dilaporkan setiap bulan, seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang

dilaporkan oleh pengusaha kena pajak.

2. Sistem Official Assessment

Pada sistem ini, pemerintah yang melakukan perhitungan besarnya pajak
yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan data yang ada. Dalam hal ini,
pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian (assessment)

terhadap kewajiban pajak.

Beberapa ciri dari sistem official assessment adalah:

a. Pemerintah yang mengatur jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib
pajak.

b. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah
yang ditentukan oleh pemerintah.

c. Pemerintah yang melakukan pemeriksaan dan penetapan besarnya pajak.

d. Wajib pajak biasanya hanya mengajukan keberatan atau banding jika
merasa tidak sesuai dengan perhitungan yang ditentukan oleh otoritas

pajak.

Sistem ini sering diterapkan pada pajak-pajak tertentu yang sulit untuk
dihitung langsung oleh wajib pajak, misalnya pajak-pajak atas pendapatan atau
harta yang tidak dilaporkan dengan baik oleh wajib pajak. Sistem Pemungutan

Pajak di Indonesia mengadopsi sistem self assessment dalam banyak jenis pajak.
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Namun, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian

secara langsung dalam kasus tertentu.

Beberapa aspek penting dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia

adalah:

1. Administrasi Pajak: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
mengelola dan mengawasi pemungutan pajak.

2. Pajak Langsung dan Tidak Langsung: Pajak langsung adalah pajak yang
dikenakan langsung pada wajib pajak (seperti PPh), sementara pajak
tidak langsung adalah pajak yang dibayar oleh konsumen dalam bentuk
harga barang atau jasa (seperti PPN).

3. Pengawasan dan Sanksi: Pemerintah melakukan audit dan pemeriksaan
untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Sanksi
administratif, denda, dan bunga dikenakan bagi yang melanggar

ketentuan perpajakan.

3. With Holding System, Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.
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2.1.1.5 Tujuan Pemungutan Pajak

Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk:

1. Mendanai pengeluaran Negara: Pajak merupakan sumber utama pendapatan
negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan
layanan publik.

2. Mencapai kesejahteraan sosial: Pajak dapat digunakan untuk redistribusi
pendapatan, memberikan subsidi sosial, dan mendanai program-program
kesejahteraan.

3. Stabilisasi ekonomi: Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat

mengendalikan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.6. Peran Teknologi dalam Pemungutan Pajak

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pemungutan pajak di

Indonesia pun semakin berkembang, antara lain melalui:

1.E-filing : Sistem pelaporan pajak secara elektronik, yang memungkinkan
wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online.
2. E-billing : Sistem yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan

pembayaran pajak melalui bank atau platform elektronik lainnya.

2.1.2. Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2020:16) penghapusan denda piutang pajak /

pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah kebijakan fiskal sementara yang
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bertujuan untuk memberikan insentif bagi wajib pajak, terutama dalam
menghapus sanksi administrasi atau denda keterlambatan. Menurut Setiawan
(2017) dalam Widajantie dan Saiful (2020) Penghapusan sanksi administratif
pajak kendaraan bermotor ialah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa
uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.
Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah penghapusan piutang pajak
(pemutihan pajak) kendaraan bermotor. Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur
dengan tempo waktu tertentu, adalah dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan

juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi.

Dalam pasal 27 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan umum berbunyi : “Kendaraan bermotor yang
telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor apabila: b. Pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK)”. Pasal tersebut menyatakan jika pemilik tidak
melakukan registrasi ulang (perpanjangan STNK) selama dua tahun setelah masa
berlakunya habis, data kendaraan dapat dihapus dari daftar registrasi maka
piutang pajak kendaraan tersebut yang masih tercatat (tunggakan) dapat dianggap
dihapus, karena objek kendaraan secara hukum sudah tidak dikenali oleh sistem.
Beberapa pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak/
penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor mengacu pada pasal 27

tersebut.
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Penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor bertujuan agar
diberikannya kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan
kepahaman pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan
penerimaan pajak daerah yang diurus oleh Dinas Pendapatan Provinsi. Dengan
adanya penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor, wajib pajak kendaraan
bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya
dengan hanya membayar pokok pajak kendaraan bermotor tanpa adanya denda

keterlambatan.

2.1.3 Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor

Menurut Soemitro, dkk dalam Putri (2023), pajak kendaraan bermotor
(PKB) merupakan salah satu dari penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi
tingginya pendapatan daerah. Perlu adanya penerimaan pajak kendaraan bermotor
yang optimal, yaitu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban
pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut PP No. 65
Tahun 2001 adalah “Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor,
yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di
semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yng berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi
tertenru menjadi tenaga gerak kendraan bermotor yang bersangkutan, termasuk
alat besar yang bergerak”. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran signifikan
dalam penerimaan daerah adalah Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikelola
oleh Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT). Pajak kendaraan

bermotor merupakan salah satu contoh pajak daerah yaitu termasuk dalam jenis
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pajak provinsi. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang No. 28
Tahun 2009 pasal 2 bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, Pajak air Permukaan dan Pajak Rokok.

Menurut Prasetyo (158:2022) peneriman pajak kendaraan bermotor bukan
hanya bergantung pada jumlah kendaraan yang terdaftar, tetapi juga pda
kemampuan sistem untuk melakukan identifikasi, penagihan, dan pembinaan
wajib pajak. Menurut Nugroho (124:2023) efektivitas penerimaan Pajak
Kendaraaan Bermotor (PKB) mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam

mengoptimalkan potensi fiskal kendaraan bermotor yang beredar di wilayahnya”.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Perwiranisa (2023) dengan judul
“Analisis efektivitas penagihan dengan usulan penghapusan piutang pajak dalam
rangka optimalisasi penerimaan negara di KPP Madya Bandar Lampung tahun
2022” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan
piutang pajak tidak berpengaruh terhadap urgensi dan jumlah piutang pajak yang
di usulkan untuk di hapus, sedangkan pengoptimalan penerimaan negara
berpengaruh oleh itngkat efektivitas penagihan piutang pajak dan urgensi

penghapusan piutang pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Gunawan Muttagin Hutapea
(2023) dengan judul “Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Medan”. Penelitian ini
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menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik
pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi
dengan informan sebanyak 5 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
efektivitas program pemutihan pajak kendaarn bermotor cukup efektif, 3 dari 4

indikator terpenuhi, dan faktor penghambatnya ialah faktor pemantauan program.

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Fitriani (2023) dengan judul
“Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022”.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini yaitu
mengindikasikan bahwa implementasi dari program penghapusan denda di
Bapenda Sumatera Barat berjalan tanpa hambatan. Tambahan pula, efektivitas
program penghapusan denda untuk pajak kendaraan bermotor dalam
meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor di Bapenda telah terbukti
berhasil, berdasarkan 5 aspek efektivitas. Program ini memiliki indikator efesiensi

yang dicapai dengan meningkatnya penerimaan pajak dari kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwikora Harjo (2022) dengan judul
“Efektivitas penagihan piutang pajak bumi dan bangunan P2 dalam meningkatkan
realisasi penerimaan di badan pendapatan daerah kota Bekasi tahun 2019-2021”
penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan piutang pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan realisasi penerimaan
kurang efektif jika dilihat dari tidak tercapainya target peneriman tahun 2021

dengan presentase sebesar 77,46% dan tingginya jumlah piutang PBB-P2 yang
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terus meningkat setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Suci (2022) dengan judul
“Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Jember
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, hasil penelitian ini
menyatakan bahwa (1) upaya yang dilakukan UPT PPD Jember dalam menagih
piutang pajak kendaraan bermotor antara lain melakukan sosialisasi, program
jemput bola, program unggulan, pembayaran melalui online, serta adanya
pemutihan. (2) Adanya pemutihan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

dari sektor PKB dan BBN-KB.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irene (2018) dengan judul
“Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sulawesi Utara”. Metode analisis yang dilakukan adalah metode analisis
data kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pada tahun 2016 adanya piutang sekitar Rp 82.000.000.000,- untuk
tunggakan pajak kendaraan bermotor. Ada 3 kendala dalam kegiatan pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu

perilaku wajib pajak, pemahaman tentang PKB dan BBNKB, dan bencana alam.



2.3.

Kerangka Pemikiran

Berikut adalah model dari kerangka pemikiran pada penelitian ini :

Samsat Kota Prabumulih

l

Penghapusan Denda Piutang Pajak

Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor

l

Analisis Dan Pembahasan

l

Kesimpulan

Pasal 74 ayat (2) huruf b
UU No 22 Tahun 2009
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan metode yang digunakan dalam sebuah

penelitian. Menurut Sugiyono (2024:16) jenis penelitian terdiri dari:

1. Penelitian kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena
proses penelitian lebih bersifat semi (kurang berpola) dan disebut sebagai
metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan

interpresentasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

2. Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada
filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah
memenuhi kaidah-kaidah ilmiah vyaitu konkret/empiris, obyektif, terukur,
rasional, dan sistematis. Metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan
berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Berdasarkan teori diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh dalam

penelitian ini dari laporan data jumlah piutang wajib pajak kendaraan bermotor



27

dan yang telah mengikuti penghapusan piutang pajak (pemutihan pajak) yang

terdaftar di Samsat Kota Prabumulih yang diolah lebih lanjut.

3.2 Data

3.2.1 Jenis Data

Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan
untuk menyusun informasi atau kumpulan fakta yang dikumpulkan dari subjek
penelitian. Menurut Sugiyono (2024:9) jenis data terdiri dari dua yaitu:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak

tubuh, ekspresi wajah, bagan gambar dan foto.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang berbentuk angka atau data

kualitatif yang diangkakan/scoring.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,
karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berisikan angka-angka yang
dikelola lebih lanjut dalam laporan data jumlah penghapusan denda piutang pajak
kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan data

penerimaan pajak kendaraan bermotor.
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3.2.2 Sumber Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi
mengenai penelitian terkait. Menurut Sugiyono (2024:9), terdapat dua sumber
penelitian yaitu:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dapat

berupa kuesioner maupun wawancara secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah di olah lebih lanjut dan di

sajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,
karena data yang digunakan diperoleh langsung dari kantor Samsat Kota
Prabumulih berupa data penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor

dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan dalam suatu
penelitian ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dapat digunakan

yaitu antara lain:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2024:203) observasi adalah teknik pengumpulan data

yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik pengumpulan
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yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu
berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga

obyek-objek alam lain.

2. Wawancara (Interview)

Menurut Sugiyono (2024:195) wawancara adalah teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui suatu
hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit

atau kecil.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2024:314) dokumentasi adalah data yang berupa catatan
peristiwa yang sudah terjadi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang.

4. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2024:93) studi pustaka adalah kajian teori dan
referensi lain berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada
situasi sosial yang diteliti. Studi pustaka sangat penting dalam melakukan
penelitian, hal ini dapat menunjang dalam melakukan penelitian dan menunjang

dalam melakukan tugas akhir.
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3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2024:126) Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Pendapat diatas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan
populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penghapusan denda piutang
pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan data

penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2024:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan demikian sampel
adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa
mewakili keseluruhan populasinya sehingga lebih sedikit dari populasi. Sampel
penelitian diambil menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu jumlah
penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat
Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun

2022-2024

3.4.3 Teknik Sampling

Menurut  Sugiyono (2024:128) Teknik sampling adalah teknik
pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam

penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling
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pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan

Nonprobability Sampling.

Menurut Sugiyono (2024:128-131) Probability Sampling adalah teknik
pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur
(anggota) ,populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi,
Simple random sampling, Proportionate, Stratified random sampling,
Disproportionate stratified random sampling, sampling area (cluster) sampling
(sampling menurut daerah). Sedangkan Nonprobability Sampling adalah teknik
pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap
unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini

meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball.

Pada penelitian ini penulis - menggunakan teknik sampling Nonprobability
Sampling dengan cara pengambilan data Purposive Sampling. Menurut
(Sinambela ,2021:172) Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel untuk
tujuan tertentu saja. Dalam hal ini, sampel yang dipilih penulis yaitu wajib pajak
yang memiliki piutang pajak kendaraan bermotor dan yang telah mengikuti
penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor lebih dari dua tahun terhitung

tahun 2022-2023 serta pengambilan data terbaru 2024.

3.5 Analisis Data

Adapun tahapan analisis yang dilakukan sebagai berikut: (Miles dan
Huberman (1992) dalam Sugiyono ,2022:132) :

1. Data Collection (Pengumpulan Data)



32

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan observasi,
wawancara, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (triangulasi). Banyak
data dikumpulkan karena pengumpulannya berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.
Pada tahap awal, penelitian melakukan peninjauan secara umum terhadap situasi
sosial objek yang diteliti. Semua yang dilihat dan didengar dicatat, jadi peneliti
akan memperoleh banyak data yang sangat bervariasi. Pengumpulan data dalam
penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah data jumlah penghapusan denda
piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Prabumulih, dan

data penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang dikumpulkan dari lapangan harus dicatat dengan teliti dan rinci.
Oleh karena itu, data harus segera dianalisis dengan menguranginya. Mereduksi
data berarti mencari tema dan polanya, merangkum, memilih, dan memfokuskan
yang penting. Dalam analisi data ini, penulis merangkum informasi tentang
jumlah penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di
Samsat Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dari
tahun 2022-2024

3. Data Display (Penyajian Data)

Penelitian kuantitatif dapat menyajikan data dalam bentuk bagan, uraian
singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian
data dalam penelitian kuantitatif yang akan penulis sajikan adalah jumlah
penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat

Kota Prabumulih, dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor 2022-2024
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4. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah jika
tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh
bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data pada tahap
berikutnya, kesimpulan tersebut akan tetap konsisten. Penarikan kesimpulan yang
akan penulis lakukan adalah mengenai informasi tentang ketepatan penghapusan
denda piutang pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor

pada kantor samsat kota Prabumulih



34

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Sejarah Singkat SAMSAT

SAMSAT singkatan dari (Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu
Atap) atau dalam bahasa inggris One-Step Administration Servise Office, adalah
suatu sistem administrasi yang di bentuk untuk memperlancar dan mempercepat
pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu
gedung. Contoh dari SAMSAT adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan
bermotor.

Sejarah umum UPTD SAMSAT Prabumulih tahun 1984 bersama
Pemerintahan Umum bersama Kapolri Dirjen dan Otonomi Daerah dan Direktur
Umum PT Jasa Raharja (persero) Nomor SKEP 06 X 1900 N0.973-1220 dan
Nomor SKEP02 X 1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang pedoman tata laksana
SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap) ini bergerak
dibidang pelayanan/perpajakan pengurusan BPKB dan Mutasi Kendaraan
Bermotor dari daerah satu ke daerah lainnya. Kantor ini sudah bergerak dan
berjalan lebih kurang 20 tahun, kantor ini tumbuh dan berkembang menjadi salah
satu kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap) di

Sumatera Selatan.
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SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap) adalah
kantor yang umumnya bergerak dibidang sistem pelayanan perpajakan kendaraan
bermotor dan mutasi kendaraan bermotor, kendaraan roda empat (mobil), Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) penggantian plat kendaraan serta
mutasi dari daerah satu ke daerah lainnya. Setiap masyarakat harus wajib
menggantikan pajak kendaraan mereka setiap tahunnya dan selama 5 tahun
mereka wajib mengganti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), awalnya
pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat Kota Prabumulih masih
tergabung dengan Muara Enim, karena Prabumulih masih berstatus Kota
administratif yang berarti masih dibawah pengawasan Pemerintah Muara Enim
dengan diharuskannya membayar ke Kantor SAMSAT Muara Enim membuat
masyarakat Muara Enim merasa kesulitan dalam pengurusan surat-surat lainnya
terkadang berbelit-belit membuat masyarakat lalai membayar pajak.

Pada saat setelah mengadakan rapat tim koordinasi tim Pembina SAMSAT
Provinsi Sumatera Selatan tanggal 01 Mei 2002 dan diberlakukannya UU nomor 6
tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih dan telah diundangkannya
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 2001 maka
Pemerintah memutuskan perlunya untuk membentuk Kantor Sistem Administrasi
Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) tersendiri untuk Wilayah Kota
Prabumulih  meringankan dan melancarkan proses pembayaran pajak dan

pengurusan surat lainnya.
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4.1.2 Visi dan Misi SAMSAT
UPTB SAMSAT Kota prabumulih juga memiliki Visi & Misi sebagai
berikut :
1. Visi UPTB SAMSAT Kota Prabumulih
a. Terwujudnya pelayanan prima di bidang perizinan guna iklim investasi
yang kondesif
b. Terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, aman dan transparan dalam
mewujudkan pelayanan yang prima
2. Misi UPTB SAMSAT Kota Prabumulih
a. Memberi pelayanan terbaik tanpa mengabaikan keamanan dokumen
bermotor

b. Mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan BPKB kendaraan bermotor.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah komponen—komponen (unit-unit kerja) dalam
organisasi. Struktur menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda di
integrasikan  (koordinasikan). Struktur organisasi menentukan bagaimana
organisasi dijalankan, siapa yang bertanggung jawab atas apa dan bagaimana
komunikasi serta pengambilan keputusan dilakukan. Struktur organisasi biasanya
terdiri dari berbagai komponen yang menggambarkan bagaimana tugas,
wewenang, dan tanggung jawab dibagidan dihubungkan dalam suatu organisasi,
berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di UPTD SAMSAT

Prabumulih:



KEPALA UPTD

H. ARISWAN NAROMIN, S.EM.M
PEMBINA/IV.a
Nip. 19721016 200801 1002
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BENDAHARA PENGELUARAN

ANDY JAYA, S.Sos. M.Si.
PENATA/III.c
Nip. 1978082 2200701 1 004

KASUBAG TATA USAHA

INDRA GUNADI, S.E.
PENATA TK.I/1l1.d
Nip. 19770712200604 1 012

BENDAHARA PENERIMAAN

RITA PURNAMA
PENATA MUDA/IIl.a
Nip. 19941126 200501 2 003

PENGURUS BARANG

VANGKY JUNIZA, S.Kom
PENATA/ Ill.c
Nip. 198206122008011004

KASI PENDATAAN & PENAGIHAN

H. DONNY ANDRYVAN, S.H, M.H
PEMBINA/1V.a
Nip. 19790811 200801 1 003

KASI PENETAPAN,
——PEMBUKUBAN &G EAP—

YENI LISTIAWATI, S.1.P, M.Si.
PENATA Tk. I/I11.D
Nip. 19710623 200502 2 001
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi
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4.1.3 Tugas Dan Fungsi

1. Kepala UPTD

Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) adalah pejabat yang

memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis operasional di

suatu unit kerja pemerintah daerah, seperti UPTD Samsat. la berada di bawah

koordinasi dinas terkait misalnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan

melaksanakan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya.

a. Tugas Kepala UPTD

1)

2)

3)

4)

5)

Memimpin pelaksanaan tugas pokok UPTD.

Mengelola sumber daya (SDM, keuangan, sarana prasarana) di
lingkungan UPTD.

Mengawasi dan mengevaluasi kinerja staf dan pelaksanaan kegiatan.
Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada
atasan langsung (biasanya Kepala Dinas)

Mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi terkait (Polri, Jasa

Raharja, dll).

b. Fungsi Kepala UPTD

1)

2)

3)

Koordinasi internal antara seksi-seksi di dalam UPTD.

Penerjemah kebijakan teknis dari dinas induk ke pelaksanaan
operasional harian.

Penjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat (misalnya,

pembayaran pajak, pengesahan STNK).
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4) Pengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan teknis di tingkat
UPTD, pemantau pelaksanaan anggaran di unitnya.

2. Kasubag Tata Usaha

Kasubag Tata Usaha (Kepala Subbagian Tata Usaha) adalah pejabat
struktural yang membawahi seluruh urusan administrasi, kepegawaian, keuangan,
dan perlengkapan dalam suatu unit kerja, termasuk di lingkungan UPTD seperti

Samsat. la bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

a. Tugas Kasubag Tata Usaha
1) Mengelola administrasi perkantoran, termasuk surat-menyurat, arsip,
dan dokumentasi.
2) Mengatur administrasi kepegawaian, seperti absensi, cuti, dan data
pegawai.
3) Membantu pelaksanaan anggaran, termasuk pengawasan bendahara
pengeluaran.
4) Mengelola perlengkapan dan logistik kantor (ATK, kendaraan dinas,
dll).
5) Menyiapkan bahan laporan dan koordinasi kegiatan internal maupun
eksternal.
6) Mengkoordinasikan kegiatan TU (Tata Usaha) dan mendistribusikan
tugas staf administrasi.
b. Fungsi Kasubag Tata Usaha

1) Pelaksana teknis pengelolaan administrasi umum dan kesekretariatan.
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2) Koordinator pelaksanaan tugas-tugas pendukung non-teknis dalam
operasional kantor.

3) Penghubung antara Kepala UPTD dan seluruh pegawai dalam urusan
administratif.

4) Penjaga kelancaran kegiatan operasional dari sisi administrasi dan
dukungan logistik.

5) Penanggung jawab pelaporan tertib administrasi dan kepegawaian.

3. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk
mengelola pengeluaran keuangan Samsat. Berikut tugas dan fungs Bendahara

samsat :

a. Tugas bendahara Pengeluaran

1) Menerima Uang Persediaan (UP) dari Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).

2) Melakukan pembayaran pengeluaran rutin operasional UPTD sesuai
anggaran (misalnya ATK, honorarium, perjalanan dinas).

3) Mencatat semua transaksi pengeluaran secara rinci dan sesuai
peraturan akuntansi pemerintah.

4) Mengelola kas kecil dan pengeluaran harian untuk kebutuhan
pelayanan Samsat.

5) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) atas

penggunaan dana.
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6) Menyetor sisa uang yang belum digunakan ke kas daerah (jika ada
sisa anggaran).

7) Menjaga keamanan dan kerahasiaan keuangan serta bukti-bukti
transaksi.

b. Fungsi Bendahara Pengeluaran

1) Menjadi pelaksana administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan
DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

2) Menjadi pengelola transaksi dan pembukuan pengeluaran secara
sistematis dan tertib.

3) Menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.

4) Menjadi penghubung antara unit kerja Samsat dan instansi pengelola

keuangan daerah (Bapenda, BPKAD).

5) Menyiapkan dokumen dan laporan untuk pemeriksaan keuangan

internal atau eksternal (misalnya BPK).

4. Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan di Samsat adalah pejabat atau staf yang ditunjuk
untuk mengelola penerimaan uang dari pembayaran pajak kendaraan bermotor,
bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan iuran lainnya seperti
SWDKLLJ. la bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD atau pejabat

struktural di atasnya.
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a. Tugas Bendahara Penerimaan

1)
2)
3)
4)

5)

Menerima pembayaran pajak dan pungutan resmi dari wajib pajak.
Membukukan seluruh penerimaan sesuai ketentuan akuntansi pemerintah.
Menyetor penerimaan ke kas daerah atau bank yang ditunjuk secara berkala.
Menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan atas penerimaan.

Mengadministrasikan bukti transaksi (seperti bukti setor dan kuitansi).

b. Fungsi Bendahara Penerimaan

1)
2)
3)

4)

5)

Pelaksana pencatatan keuangan atas semua penerimaan di Samsat.

Penjaga akuntabilitas dan transparansi dana yang diterima dari masyarakat.
Penghubung keuangan antara UPTD Samsat dengan Bapenda atau dinas
keuangan daerah.

Penjamin tertib administrasi keuangan agar tidak terjadi kebocoran atau
kesalahan pencatatan.

Penanggung jawab teknis atas pelaporan dana masuk yang menjadi bagian

dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).

5. Pengurus Barang

Pengurus Barang di Samsat memiliki peran penting dalam mengelola aset

dan barang milik Samsat secara efektif dan efisien. Dengan tugas dan fungsi yang

jelas, Pengurus Barang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan

aset Samsat.

a. Tugas Pengurus Barang

1) Pengelolaan Aset: Mengelola aset dan barang milik Samsat, seperti

inventaris, peralatan, dan dokumen.
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2) Pengawasan dan Pengendalian: Mengawasi dan mengendalikan
penggunaan aset dan barang milik Samsat untuk memastikan
keefektifannya.

3) Pemeliharaan dan Perawatan: Memastikan pemeliharaan dan
perawatan aset dan barang milik Samsat untuk memperpanjang umur

pakainya.

b. Fungsi Pengurus Barang
1) Penghematan Biaya: Menghemat biaya dengan mengelola aset dan
barang milik Samsat secara efektif dan efisien.
2) Peningkatan Efisiensi: Meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan
barang milik Samsat untuk mendukung kegiatan operasional.
3) Pengamanan Aset: Mengamankan aset dan barang milik Samsat dari

kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan.

6. Kasi Pendataan & Penagihan

Kasi Pendataan dan Penagihan adalah pejabat fungsional atau struktural di
lingkungan UPTD Samsat yang bertanggung jawab dalam dua bidang utama:
pendataan objek/subjek pajak kendaraan dan penagihan terhadap pajak yang
belum dibayar. Jabatan ini sangat strategis karena menyangkut validitas data serta

peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

a. Tugas Kasi Pendataan & Penagihan
1) Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak kendaraan bermotor

secara berkala.



2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Melakukan pembaruan dan verifikasi data kendaraan yang ada dalam
sistem Samsat.

Mengidentifikasi dan mendata wajib pajak yang menunggak.
Melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang belum melunasi
kewajibannya.

Menyusun dan mengarsipkan dokumen hasil pendataan dan penagihan.
Bekerja sama dengan instansi lain (seperti kepolisian dan Jasa Raharja)
untuk memperoleh data pendukung.

Membuat laporan bulanan dan tahunan terkait hasil pendataan dan

penagihan.

. Fungsi Kasi Pendataan & Penagihan

1)

2)

3)

4)

5)

Menjamin akurasi dan kelengkapan data kendaraan sebagai dasar
perhitungan pajak.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui strategi penagihan yang
tepat.

Membantu pengambilan kebijakan teknis dalam optimalisasi
penerimaan pajak daerah.

Menjadi pusat informasi bagi pimpinan terkait potensi pajak dan
tunggakan.

Menjalankan fungsi pengawasan awal terhadap data dan kewajiban

pajak kendaraan bermotor.
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7. Kasi Penetapan Pembukuan & LAP

Kasi Penetapan Pembukuan dan LAP adalah pejabat yang bertanggung

jawab untuk mengelola dan mengawasi proses pembukuan pelaporan pajak

kendaraan bermotor.

a. Tugas Kasi Penetapan Pembukuan & LAP

1)

2)

3)

Pengelolaan Pembukuan: Mengelola pembukuan pajak kendaraan
bermotor secara akurat dan transparan.

Penyusunan LAP: Menyusun dan menyajikan Laporan Aktivitas
Pembangunan (LAP) yang komprehensif dan akurat terkait pajak
kendaraan bermotor.

Pengawasan dan Evaluasi: Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan

pembukuan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor.

b. Fungsi kasi Penetapan Pembukuan & LAP

1)

2)

3)

Pengambilan Keputusan: Menyediakan informasi yang akurat dan
tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pajak
kendaraan bermotor.

Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Pengendalian  Internal:  Mengembangkan dan  melaksanakan
pengendalian internal yang efektif untuk memastikan integritas data

dan laporan pajak kendaraan bermotor.
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8. Penanggung Jawab CPU

Penanggung Jawab CPU (Counter Pengolahan Utama) di Samsat (Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap) terkait dengan pengelolaan dan pengawasan
proses pengolahan data pajak kendaraan bermotor. Berikut beberapa kemungkinan

tugas dan fungsinya:

a. Tugas Penanggung Jawab CPU

1) Pengawasan Proses Pengolahan Data: Mengawasi proses pengolahan
data pajak kendaraan bermotor untuk memastikan keakuratan dan
efisiensi.

2) Pengelolaan Sumber Daya: Mengelola sumber daya yang terkait
dengan pengolahan data pajak kendaraan bermotor, seperti perangkat
keras dan lunak.

3) Pemecahan Masalah: Mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang
terkait dengan pengolahan data pajak kendaraan bermotor.

b. Fungsi Penanggung Jawab CPU

1) Pengendalian Kualitas: Meningkatkan kualitas pengolahan data pajak
kendaraan bermotor dengan memastikan keakuratan dan efisiensi.

2) Pengurangan Risiko: Mengurangi risiko kesalahan atau kehilangan
data pajak kendaraan bermotor.

3) Peningkatan Efisiensi: Meningkatkan efisiensi pengolahan data pajak
kendaraan bermotor dengan memastikan proses yang efektif dan

efisien.
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9. Korektor

Korektor Adalah petugas yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan
mengoreksi data dan dokumen yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor di

Samsat. Berikut tugasdan fungsi Korektor :

a. Tugas Korektor
1) Pemeriksaan Dokumen: Memeriksa dokumen pajak kendaraan
bermotor untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data.
2) Koreksi Data: Mengoreksi data pajak kendaraan bermotor yang tidak
akurat atau tidak lengkap.
3) Pengelolaan Data: Mengelola data pajak kendaraan bermotor secara
akurat dan transparan.
b. Fungsi Korektor
1) Pengendalian Kualitas Data: Meningkatkan kualitas data pajak
kendaraan bermotor dengan memastikan keakuratan dan kelengkapan
data.
2) Pengurangan Kesalahan: Mengurangi kesalahan data pajak kendaraan
bermotor yang dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan pajak.
3) Peningkatan Efisiensi: Meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak
kendaraan bermotor dengan memastikan data yang akurat dan lengkap.
Korektor di Samsat memiliki peran penting dalam memastikan keakuratan
dan kelengkapan data pajak kendaraan bermotor. Dengan tugas dan fungsi yang
jelas, korektor dapat membantu meningkatkan kualitas data dan efisiensi

pengelolaan pajak kendaraan bermotor.
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4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghapusan denda
piutang pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor
pada kantor samsat Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan data sekunder
yang diperoleh langsung dari kantor Samsat Kota Prabumulih, berupa data
penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor dan data penerimaan pajak
kendaraan bermotor. Sebagaimana ditunjuk pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak kendaraan Bermotor
Tahun 2022 SAMSAT Kota Prabumulih

Jumlah Jumlah Denda Jumlah
Pajak Yang Dihapuskan | Penerimaan PKB
01-07/08/2022 | Rp  276.441.250 Rp 72.343.325 | Rp  204.097.925
08-14/08/2022 | Rp  433.632.375 Rp 124.858.950 | Rp  308.773.425
15-21/08/2022 | Rp  283.993.550 Rp 83.187.450 | Rp  200.806.100
22-28/08/2022 | Rp  595.455.775 Rp 175.551.775 | Rp  419.904.000
29-31/08/2022 | Rp  226.926.850 Rp 67.569.375 | Rp  159.357.475
01-04/09/2022 | Rp  200.231.800 Rp  59.057.325 | Rp  141.174.475
05-11/09/2022 | Rp  421.023.375 Rp 126.546.925 | Rp  294.476.450
12-18/09/2022 | Rp  303.964.125 Rp 83.460.125 | Rp  220.504.000
19-25/09/2022 | Rp  316.621.375 Rp 87.743.125 | Rp  228.878.250
26-30/09/2022 | Rp  362.964.750 Rp 97.515.425 | Rp  265.449.325
01-09/10/2022 | Rp  271.794.275 Rp  74.995.700 | Rp  196.798.575
10-16/10/2022 | Rp  333.585.150 Rp 84.193.750 | Rp  249.391.400
17-23/10/2022 | Rp  445.097.150 Rp 128.387.075 | Rp  316.710.075
24-31/10/2022 | Rp  415.000.375 Rp 115.276.825 | Rp  299.723.550
01-06/11/2022 | Rp  320.837.375 Rp 100.603.100 | Rp  220.234.275
07-13/11/2022 | Rp  515.003.125 Rp 137.626.200 | Rp  377.376.925
14-20/11/2022 | Rp  436.932.525 Rp 124.065.550 | Rp  312.866.975
21-27/11/2022 | Rp  509.061.575 Rp 145.043.375 | Rp  364.018.200

Tanggal
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Jumlah Jumlah Denda Jumlah
Pajak Yang Dihapuskan | Penerimaan PKB
28-30/11/2022 | Rp  194.573.875 Rp 49.183.375 | Rp  145.390.500
01-04/12/2022 | Rp  240.471.725 Rp 71.467.625 | Rp  169.004.100
05-11/12/2022 | Rp  445.698.725 Rp 125.393.750 | Rp  320.304.975
12-18/12/2022 | Rp  594.284.525 Rp 171.822.800 | Rp  422.461.725
19-25/12/2022 | Rp 950.932.275 Rp 265.704.775 | Rp  685.227.500
26-31/12/2022 | Rp 1.261.876.775 Rp 387.091.350 | Rp 874.785.425
TOTAL Rp 10.356.404.675 | Rp 2.958.689.050 | Rp 7.397.715.625

Tanggal

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 diatas data penghapusan denda pajak kendaraan
bermotor pada tahun 2022 menunjukkan wajib pajak yang mengikuti
penghapusan denda piutang pajak/ pemutihan pajak dengan jumlah data pajak
sebelum dihapuskan yaitu sebesar Rp 10.356.404.675, data penghapusan denda
piutang pajak/pemutihan pajak yang dihapuskan sejumlah Rp 2.958.689.050, dan
jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diterima setelah penghapusan
piutang pajak sejumlah Rp 7.397.715.625.

Tabel 4.2

Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak kendaraan Bermotor
Tahun 2023 SAMSAT Kota Prabumulih

Jumlah Jumlah Denda Jumlah

Pajak Yang Dihapuskan Penerimaan PKB
01-09/04/2023 | Rp 431.182.425 Rp 203.184.500 Rp 227.997.925
10-16/04/2023 | Rp 526.215.875 Rp 268.647.925 Rp 257.567.950
17-23/04/2023 | Rp 192.518.225 Rp 87.311.800 Rp 105.206.425
24-30/04/2023 | Rp 226.347.950 Rp 121.094.225 Rp 105.253.725
01-07/05/2023 | Rp 367.726.725 Rp 140.318.800 Rp 227.407.925
08-14/05/2023 | Rp 720.477.100 Rp 427.606.425 Rp 292.870.675
15-21/05/2023 | Rp 429.979.850 Rp 214.620.225 Rp 215.359.625
22-28/05/2023 | Rp 403.469.975 Rp 196.409.925 Rp  207.060.050
29-31/05/2023 | Rp 170.433.625 Rp 85.866.450 Rp 84.567.175
01-04/06/2023 | Rp 2.922.325 Rp 1.332.325 Rp 1.590.000
05-11/06/2023 | Rp 540.864.725 Rp  279.290.425 Rp 261.574.300

Tanggal




Jumlah Jumlah Denda Jumlah
Tanggal . . .

Pajak Yang Dihapuskan Penerimaan PKB

12-18/06/2023 | Rp 334.655.250 Rp 155.348.325 Rp 179.306.925
19-25/06/2023 | Rp 402.916.225 Rp 181.806.400 Rp 221.109.825
26-30/06/2023 | Rp 147.582.250 Rp 76.349.925 Rp 71.232.325
01-09/07/2023 | Rp 412.577.000 Rp 159.978.900 Rp 252.598.100
10-16/07/2023 | Rp 450.295.150 Rp 181.707.525 Rp 268.587.625
17-23/07/2023 | Rp 293.891.050 Rp 117.501.725 Rp 176.389.325
24-31/07/2023 | Rp 467.480.100 Rp 197.784.300 Rp 269.695.800
01-06/08/2023 | Rp 383.986.150 Rp 169.894.025 Rp 214.092.125
07-13/08/2023 | Rp 314.044.225 Rp 131.783.200 Rp 182.261.025
14-20/08/2023 | Rp 331.076.200 Rp 133.712.650 Rp 197.363.550
21-27/08/2023 | Rp 334.480.375 Rp 155.926.500 Rp 178.553.875
28-31/08/2023 | Rp 401.017.050 Rp 205.520.025 Rp 195.497.025
01-03/09/2023 | Rp 52.031.500 Rp 28.358.650 Rp 23.672.850
04-10/09/2023 | Rp 402.212.800 Rp 168.959.325 Rp 233.253.475
11-17/09/2023 | Rp  432.411.425 | Rp  175.677.325 Rp  256.734.100
18-24/09/2023 | Rp 502.233.875 Rp 256.824.475 Rp 245.409.400
25-30/09/2023 | Rp 352.890.050 Rp 132.434.350 Rp 220.455.700
01-08/10/2023 | Rp 408.847.725 Rp 160.248.350 Rp 248.599.375
09-15/10/2023 | Rp 470.373.275 Rp 218.584.400 Rp 251.788.875
16-22/10/2023 | Rp 434.327.950 Rp 172.363.350 Rp 261.964.600
23-31/10/2023 | Rp 662.649.725 Rp 288.636.500 Rp 374.013.225
01-05/11/2023 | Rp 276.667.350 Rp 109.555.150 Rp 167.112.200
06-12/11/2023 | Rp 487.860.825 Rp 203.063.375 Rp 284.797.450
13-19/11/2023 | Rp 503.121.600 Rp 226.623.100 Rp 276.498.500
20-26/11/2023 | Rp 508.839.000 Rp 206.562.900 Rp 302.276.100
27-30/11/2023 | Rp 519.829.925 Rp 285.219.675 Rp 234.610.250
01-03/12/2023 | Rp 72.595.850 Rp 25.385.775 Rp 47.210.075
04-10/12/2023 | Rp 668.904.475 Rp 307.338.525 Rp 361.565.950
11-17/12/2023 | Rp 921.563.825 Rp 382.884.525 Rp 538.679.300
18-23/12/2023 | Rp  1.794.580.725 Rp 882.326.775 Rp 912.253.950
TOTAL Rp 17.758.081.725 | Rp 8.124.043.050 | Rp 9.634.038.675

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas data penghapusan denda pajak kendaraan

bermotor pada tahun 2023 menunjukkan wajib pajak yang mengikuti
penghapusan denda piutang pajak/ pemutihan pajak dengan jumlah data pajak

sebelum dihapuskan yaitu sebesar Rp 17.758.081.725, data penghapusan denda
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piutang pajak/pemutihan pajak yang dihapuskan sejumlah Rp 8.124.043.050, dan
jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diterima setelah penghapusan
denda piutang pajak sejumlah Rp 9.634.038.675.

Tabel 4.3

Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak kendaraan Bermotor
Tahun 2024 SAMSAT Kota Prabumulih

Jumlah Jumlah Denda Jumlah
Pajak Yang Dihapuskan Penerimaan PKB
19-25/08/2024 | Rp 521.692.825 | Rp 216.397.525 Rp 305.295.300
26-31/08/2024 | Rp 521.711.825 | Rp 204.314.375 Rp 317.397.450
01-08/09/2024 | Rp 477.834.700 | Rp 227.012.175 Rp 250.822.525
09-15/09/2024 | Rp 503.346.550 | Rp 227.235.950 Rp 276.110.600
16-22/09/2024 | Rp 334.361.750 | Rp 161.658.450 Rp 172.703.300
23-30/09/2024 | Rp 628.035.125 | Rp 249.275.275 Rp 378.759.850
01-06/10/2024 | Rp 282.654.975 | Rp 130.696.175 Rp 151.958.800
07-13/10/2024 | Rp 515.027.500 | Rp 224.201.175 Rp 290.826.325
14-20/10/2024 | Rp 403.842.450 | Rp 165.873.650 Rp 237.968.800
21-27/10/2024 | Rp 547.279.775 | Rp 204.399.725 Rp 342.880.050
28-31/10/2024 | Rp 386.405.475 | Rp 180.498.725 Rp 205.906.750
01-11/11/2024 | Rp 554.052.425 | Rp 238.792.550 Rp 315.259.875
11-17/11/2024 | Rp 559.126.575 | Rp 225.592.725 Rp 333.533.850
18-24/11/2024 | Rp 451.143.425 | Rp 198.540.750 Rp 252.602.675
25-30/11/2024 | Rp 531.922.550 | Rp 221.736.325 Rp 310.186.225
01-08/12/2024 | Rp  1.078.803.600 | Rp 503.960.850 Rp 574.842.750
09-14/12/2024 | Rp  2.470.190.300 | Rp 1.146.315.250 Rp 1.323.875.050
TOTAL Rp 10.767.431.825 | Rp 4.726.501.650 Rp  6.040.930.175

Tanggal

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diatas data penghapusan denda pajak kendaraan
bermotor pada tahun 2022 menunjukkan wajib pajak yang mengikuti
penghapusan denda piutang pajak/ pemutihan pajak dengan jumlah data pajak
sebelum dihapuskan yaitu sebesar Rp 10.767.431.825, data penghapusan denda

piutang pajak/pemutihan pajak yang dihapuskan sejumlah Rp 4.726.501.650, dan
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jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diterima setelah penghapusan

denda piutang pajak sejumlah Rp 6.040.930.175.

Tabel 4.4

Data Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024
RP (Dalam Milyaran)

Januari s/d
Tahun Target Desember Jumlah
November
2022 | 35.459.000.000 | 36.650.854.525 | 4.878.512.200 | 41.529.366.725
2023 36.617.000.000 | 38.386.298.375 | 4.286.638.100 | 42.672.936.475
2024 37.775.000.000 | 38.357.228.625 | 5.573.999.950 | 43.931.228.575

Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 diatas data penerimaan pajak kendaraan bermotor
tahun 2022 sejumlah Rp 41.529.366.725, kemudian di tahun 2023 meningkat

menjadi Rp 42.672.936.475, dan di tahun 2024 sebesar Rp 43.931.228.575.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1 Analisis Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap penghapusan denda piutang pajak
kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Prabumulih, setelah dilakukan
analisis  menunjukkan bahwa program penghapusan denda piutang
pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor telah memberikan peningkatan
kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang tertunggak sehingga
mengikuti proses penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak, hal ini

terlihat dari data tabel berikut ini :
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Tabel 4.5
Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

Jumlah Penghapusan Denda
Tahun Periode Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor
2022 Agustus - Desember Rp 2.958.689.050
2023 April - Desember Rp 8.124.043.050
2024 Agustus - Desember Rp 4.726.501.650

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 diatas pada tahun 2022 dilakukannya Program
penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan
periode dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember dengan jumlah
penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor sejumlah
Rp 2.958.689.050, kemudian ditahun selanjutnya pada tahun 2023 kembali
dilakukannya program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak
kendaraan bermotor selama periode bulan April sampai dengan bulan Desember
dimana menghasilkan jumlah penghapusan yang sangat signifikan dari tahun
sebelumnya yaitu dengan jumlah sebesar Rp 8.124.043.050, dan pada tahun 2024
Program penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor
dengan periode dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember dengan
jumlah penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor

sejumlah Rp 4.726.501.650.
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Tabel 4.6
Data Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

Jumlah Penghapusan Denda
Tahun Piutang Pajak/Pemutihan Pajak Persentase
Kendaraan Bermotor
2022 Rp 2.958.689.050 -
2023 Rp 8.124.043.050 174,58%
2024 Rp 4.726.501.650 -41,82%

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan analisis tabel 4.6 data penghapusan denda piutang
pajak/pemutihan pajak kendaraan bermotor ternyata terdapat perubahan dari tahun
ke tahun, seperti pada tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi kenaikan sejumlah Rp
5.165.354.000 dengan Persentase = (5.165.354.000 / 2.958.689.050) x 100 =
174,58%. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi penurunan sejumlah Rp
3.397.541.400 dengan persentase = (3.397.541.400 / 8.124.043.050) x 100 = -
41,82%.

Grafik 4.2
Data realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024
Rp (Dalam Milyaran)
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Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025
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Berdasarkan grafik 4.1 diatas terjadi fluktuasi tajam dalam jumlah
penghapusan denda piutang. Pada tahun 2023 menunjukkan lonjakan besar
penghapusan denda piutang pajak/pemutihan pajak, ini bisa disebabkan oleh
beberapa hal seperti kebijakan pemutihan pajak atau penghapusan denda piutang
massal oleh pemerintah Kota Prabumulih, penyesuaian terhadap data piutang lama
yang tidak tertagih (write-off piutang menahun), upaya penyehatan administrasi
keuangan dengan menghapus piutang tak tertagih agar laporan keuangan lebih
akurat. Pada tahun 2024 penurunan signifikan menunjukkan berkurangnya jumlah
piutang yang memenuhi syarat untuk dihapus atau berkurangnya piutang
bermasalah efektivitas program penagihan tahun sebelumnya, serta peningkatan

kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak.

4.3.2 Analisis Data Realisasi Penerimaan Pajak

Hasil analisis deskriptif terhadap data penerimaan pajak kendaraan
bermotor di kantor SAMSAT Kota Prabumulih, setelah dilakukan analisis dari
data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa dari
tahun ke tahun terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor hal ini
terlihat dari data tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Data Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan

Tahun Unit

Bermotor
2022 42.867 Rp 41.529.366.725
2023 44,099 Rp 42.672.936.475
2024 45,239 Rp 43.931.228.575

Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2025
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Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan
penerimaan pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kota Prabumulih dari
tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor dari
42.867 Unit kendaraan berjumlah sebesar Rp 41.529.366.725, mengalami
peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp 42.672.936.475 dari 44.099 unit
kendaraan bermotor, dan ditahun 2024 kembali mengalami peningkatan sejumlah
Rp 43.931.228.575 dari 45.239 Unit kendaraan yang tercatat melakukan
pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4.8
Data Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024

Jumlah Penerimaan Pajak
Tahun Persentase
Kendaraan Bermotor
2022 Rp 41.529.366.725 -
2023 Rp 42.672.936.475 2,75%
2024 Rp 43.931.228.575 2,94%

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan analisis tabel 4.8 data realisasi penerimaan pajak kendaraan
bermotor terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 ke tahun 2023
terjadi kenaikan sejumlah Rp 1.143.569.750 dengan persentase = (1.143.569.750/
41.529.366.725) x 100 = 2,75%. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi kenaikan
sejumlah Rp 1.258.292.100 dengan persentase = (1.258.292.100/ 42.672.936.475)

x 100 = 2,94%
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Gambar Grafik 4.3
Data Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan bermotor Tahun 2022-2024
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Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan grafik diatas terjadi pertumbuhan penerimaan pajak
kendaraan bermotor selama tiga tahun berturut-turut, pengelolaan perpajakan yang
konsisten dan potensi ekonomi daerah yang terus bergerak menjadi bukti dari
persentase kenaikan dari tahun ke tahun relatif stabil, yaitu sekitar 2,75% hingga
2,94%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang sehat, tanpa lonjakan atau
penurunan drastis. Penyebab kenaikannya yaitu diantaranya pertumbuhan jumlah
kendaraan bermotor seperti bertambahnya populasi kendaraan baru, tingkat
kepatuhan yang baik seperti efisiensi sistem pembayaran pajak dan peningkatan
kesadaran masyarakat yang mendorong melakukan pembayaran pajak.
Pertumbuhan tahunan diatas 2% mengindikasikan potensi ekonomi dan
administrasi perpajakan yang efektif, hal ini juga menjadi indikator bahwa sektor

transportasi dan mobilitas masyarakat terus meningkat.
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4.3.3 Analisis Data Penghapusan Denda Piutang Pajak Dalam Rangka
Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penghapusan denda pajak yang
dilakukan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor,
akan tetapi meskipun terjadi penurunan jumlah penghapusan denda piutang,
penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya. Adapun
dampak dari peningkatan pajak kendaraan bermotor seperti pada jangka pendek
yaitu program penghapusan menarik minat masyarakat untuk melunasi pajak
tertunggak, meningkatkan arus kas masuk dari piutang yang sebelumnya tidak
dibayar. Pada jangka menengah-panjang yaitu kendaraan yang sebelumnya tidak
aktif kembali masuk dalam siklus pembayaran pajak tahunan, mendorong wajib
pajak yang sebelumnya tidak mau membayar menjadi lebih aktif.

Tabel 4.8
Data Realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Dan Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2022-2024

Pemutihan Pajak Penerimaan Pajak
Tahun
Jumlah Persentase Jumlah Persentase
2022 Rp 2.958.689.050 - Rp 41.529.366.725 -

2023 Rp 8.124.043.050 174,58% | Rp 42.672.936.475 2,75%
2024 Rp 4.726.501.650 -41,82% | Rp 43.931.228.575 2,94%

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025
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Gambar Grafik 4.4
Data realisasi Penghapusan Denda Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Dan Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2022-2024
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Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2025

Berdasarkan tabel dan grafik diatas disimpulkan bahwa saat penghapusan
denda piutang meningkat tajam di tahun 2023, penerimaan pajak kendaraan
bermotor (PKB) juga naik 2,75%, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif
mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Pada tahun 2024, meskipun
penghapusan menurun, penerimaan tetap naik 2,94%, menandakan dampak
berkelanjutan dari kebijakan tahun sebelumnya, ini membuktikan bahwa
penghapusan piutang dapat menjadi alat stimulus fiskal untuk mendorong

kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dampak dari kebijakan tahun 2023 masih berlanjut. Wajib pajak yang

semula aktif kembali kini terus membayar rutin. Penurunan penghapusan
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menandakan bahwa basis data piutang sudah lebih bersih, dan masyarakat
semakin patuh. Ini menunjukkan korelasi positif tidak hanya sesaat, tetapi
berkelanjutan. Korelasi positif terbukti ketika penghapusan denda piutang
meningkat di tahun 2023 sejumlah Rp 8.124.043.050 , penerimaan juga
meningkat sejumlah Rp 42.672.936.475. Penurunan nilai penghapusan di tahun
2024 dari Rp 8.124.043.050 menjadi sejumlah Rp 4.726.501.650, tidak
menurunkan penerimaan yang awalnya Rp 41.529.366.725 bahkan tetap naik
menunjukkan dampak jangka panjang dari kebijakan sebelumnya menjadi Rp
42.672.936.475. Ketika digunakan secara tepat dan selektif, penghapusan denda
piutang dapat menjadi strategi efektif untuk mengaktifkan kembali potensi pajak

yang tertahan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data penerimaan pajak
kendaraan bermotor dan penghapusan denda piutang pajak di kantor SAMSAT
Kota Prabumulih periode 2022-2024 dapat di simpulkan bahwa penghapusan
piutang pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Prabumulih terbukti
sebagai meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan pemutihan yang dilakukan
secara massif pada tahun 2023 sejumlah Rp 8.124.043.050 memberi efek
langsung berupa peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, melonjaknya
nilai penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor, dan kepatuhan wajib pajak
meningkat. Penurunan penghapusan piutang di tahun 2024 sejumlah Rp
4.726.501.650 menandakan keberhasilan kebijakan sebelumnya, karena jumlah

piutang bermasalah berkurang dan penerimaan tetap naik.

5.2 Saran
1. SAMSAT Kota Prabumulih diharapkan dapat lebih meningkatkan
sosialisasi, edukasi dan digitalisasi pembayaran pajak agar wajib pajak
lebih sadar dan mudah membayar pajak tepat waktu. Kebijakan
penghapusan perlu disertai strategi pemulihan atau pencegahan piutang

macet agar tidak berulang.
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2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi
dalam mengembangkan penelitian berikutnya dengan mempertimbangkan
variabel lain yang berpengaruh terhadap ppenerimaan pajak kendaraan
bermotor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas penagihan,

digitalisasi layanan pajak, atau program insentif lainnya.
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LAMPIRAN DATA REALISASI PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG

PAJAK/PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2022-2024

Jumlah Penghapusan Denda
Tahun Periode Piutang Pajak/Pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor
2022 Agustus - Desember Rp 2.958.689.050
2023 April - Desember Rp 8.124.043.050
2024 Agustus - Desember Rp 4.726.501.650

Sumber: Data yang diolah dari kantor SAMSAT Prabumulih, 2025
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ﬁﬁ'rr _rl—_r‘ 1 I L ‘1\
® 1. REALISAST PEERINANY PAJAK DN BENKD : . o "
[s - ':T 53 s
ciie (~ ﬂpr‘h,z[jlj RA Q;La‘;;nﬁu ’_' Pl
o |MmSTGTM | mesr | sowsnn | wsemm) mod 4| gl AUy
LIPEB 135459000000 | 36.650.854.525 | 4.878.512.200 | 41.529.366.725 ! 17,1
- la MBREX | 1 OILOA0OIZS | 3.968.200.625 | 36,808,268.350 |
Ih PR ) DOLBLUESS | S6EISSIS L 3.397.504.30 |
| e MBI | DoOGI0.603.000 0 355800 SM.048.800 )
® | e | P 0 w0
) 1
1} 1w DONISO000 | UL LTSI | SIS | %6
~ ' a, IR POROE | U O26.200.903.000 | 2DIL684500 | 28.999.587.500 |
e ivmm | i 0} 07 42436875 |
voeh e mNmm | DOIS0BAB Y 20468750 0
| | ; ; : |
| OJUMLAK ) G5.B14,000.000 | 62.893.785.650 ) 7.677.665.450 § TO.S70.451.100 | 107,23 |

I =

. PEAMAIAN HOTA PAIAR DAN TF?

A. JUSLAE PEMAKATAN WOTA PAJAX BULR TN = 4.624 LENBAR
B. JUNLAB PIMARAIAN TANDA PELUNASAN PNIAX = 4.624 LEXBAR

TI1. JENLAR RANWOR ... KB HAL 2
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|

.

o BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINST SUMATERA SELATAN

& UNTUK UNIT PRLAXSANA TEKNIS BADAN KOTA PRABUNULIH

& Prabumulih, 14 Novenber 2024

ak

i / Kepada

& jor ¥th. Bapak kepala Badan Pendapatan Daerah

Lalpitan $= Provinsi Sumatera Selatan

.. Peribal : Laporan realisasi pencrinaan di PALEMBANG

& PKB dzn BBNKB wntuk bulan

o Desenber 2023 (LOKAL DAN DIPROSES SANSAT LAIFR)

[ )

Dengan horaat,
& Dengan ini kani saspaikan laporan realisasi penerinaan PKB dan BBAFB, junlah pe - B ___3
Penakaian nota pajak, junlah kendaraan bernotor yang melunasi PKB DAN BEHKB, rincian J R
penerinaan PKB DAN BENKB yang dikelola pada UPED BAPENDA PROVINSI SUNATERA SELATAN 4 ===
& untuk KOTA PRABUNULIH pada bulan DRSEMBER 2023 adalah sebagai berikut :
1. REALISAST PENERIMAAN PAJAK DAN BBHKB

G

é | 1 §0.} JEKIS PUNGUTAN ! TARGRT | S/DDES 2023 | DESEMBER 2023 | JUNIAR = L
1 11PKB ! 1} 36.386.298.375 | 4.206.636.100 | 42.672.936.475 {4.267.?93._647.540,00 i
1| a PKBPOKORK | (30704211250 | 3.827.597.925 ) 39.601.809.175 | |

® | ibmw ! | OLOGA.650.875 | 40.899.700 | 2.395.550.575 ! |

coiy 1 lo MBIEE | boOLTIOES0 ] BN 45151005 ! !

UMl mmome ! b UOTIGE00 | 4.709.050 ) 224.425.650 ! !

6 1. 4 | 1 I | 1 1

|71 ! U] 36000190500 | ° 26608805 | 30,00.60.375 13,907,067 500,00
{1 a BBNPOKOK | | 36.324.920.000 | 2.661.422.000 | 38.986.343.000 ! A
¢ I ''b, BBN 16K ! g 0]} 0] 84.337.375 | !
! lc. BBNDENDA ! ! $3,270.500 E 1.066.875 i 0! !
B = ! ' ' e

1)

» ! JUKLAE ! 2} T4.T94.489.875 | 6.349.126.975 | 81.743.615.850 14.087.1680.842,500,00 !

o \

I1. PEHAKAIAN KOTA PAJAK DAN TPP

A, JUMLRH PEKAKAIAR NOTA PAJAK BUCAN INI =
B. JUMLAH PEMAKAIAN TANDA PRLUNASAN PAJRK =

4.473 LEKBAR
4.473 LENBAR

-3 O:

T11. JUKLAH RANKOR ... KE HAL 2
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’
BADAR PESOAPATAN DARRAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LA URTUR URIT PELARSANA TEKNIS BADAN KOTA PRABUMULIH
f
Prabuaulih, 29 April 2025
(5]
Kepada
Honor ¥th. Bapak kepala Badan Pendapatan Dacrah
» Lanpiran ; - Provinsi Sunatera Selatan
Perihal ; Laporan realisasi penerinaan di PALENBARG
PKB dan BBRKB untuk bulan
™ Desembar 2024 (LOKAL DAR DIPROSES SANSAT LAIN)
Jukw
™ Dengan hormat,
Dengan ini kani sanpaikan laporan realisasi pemerinaan PXB dan BBNVB, junlah
g penzkaian nota pajak, junleh kendaraan bernotor yang nelunasi PXB DAN BEHKB, rincian
- pencrinaan PXB DAN BEWKD yang dikelola pada UPTD BAPERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
il untuk KOTA PEABUNULIE pada bulan DESENBER 2024 adalah sebagai berikut :
™
I, REALISASI PENERIMAAR PAJAK DAR BBNKB
~
1 M.} JERIS PURGUTAR |  TARGE! | S/DDES 2024 | DESEMBER 204 |  JUMLAH gt !
Lo 1 1}PKB ! 1] 38.357.28.625 | 5.573.999.950 | 43.931.228.575 }4,393,122.857,500,00 !
t |a PEBDOROK | | 35.491.598.825 | 4.925.693.250 | 40.417,292.075 | |
1| b. PEB &R } 1 1.550.098.%00 |  527.466.150 | 2.077.565.050 | !
e i\ |c.PKBDERA | | 975.402.325 } 87,538.675 |  1.062.941.000 | H
(i) | jermma | DOMOARETS D 333008750 373.430.450 | |
| 1 | 1 1 1 ! : ! /73
o ' 2! | LY 2B.950.678.750 | 4,054.026.250 | 30.012.805.000 14,300,250.500,000,00 »
{12 BBNDPOROK | | 28.950.698.250 | 4.052.917,500 | 33.003.615.750 | | A3
| | b BBH TEK ; ! 01 0} 9.289.250 | | S
© ! lc BNOERA | : 8.180.500 {  1.108.750 | 0] !
e | i i i i 1

o ! JUNLAE

21 61.316.107.375 |  9.628.026.200 | 76,944.133.575 }3.847.205.678.750,00 |

o
11, PPMARAIRR NOTA PAJAR DAY 1PP
o A, JUMLAR PEMAKATAN ROTA PAJAK BULAN INI = 5.424
B, JUNLAH PEMAKATAN TANDA PELUNASAR PAIAK = 5.424
©
TIT. JUMLAH RANHOR ... XE HAL 2
"R ]

'S

LENBAR
LEKBAR
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